14
10

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian
Dewasa ini, intensitas hubungan antar negara-negara di dunia sangatlah tinggi mengingat bahwa semakin meningkatnya kerjasama maupun adanya hubungan ketergantungan satu sama lain. Intensitas dalam interaksi yang terjalin tersebut merupakan langkah awal suatu negara dalam membangun kesejahteraan negaranya dan menciptakan perdamaian yang lebih baik. Salah satu bentuk interaksi tersebut dapat kita saksikan melalui adanya sebuah wadah penunjang kepentingan negara-negara tersebut. Wadah tersebut dikenal sebagai Organisasi Internasional. 

Organisasi Internasional merupakan tempat berkumpulnya kepentingan satu sama lain negara-negara dengan satu tujuan tertentu dengan segala bentuk program, struktur, maupun hambatan yang melekat dalam badan organisasi tersebut.  Organisasi Internasional tidak hanya membahas satu ataupun dua bidang permasalahan saja. Namun, Organisasi Internasional dapat juga diaplikasikan sebagai bentuk bantuan pemecahan masalah negara-negara anggotanya. 

Salah satu Organisasi Internasional yang berperan aktif dalam perkembangan hajat hidup masyarakat dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berdiri tegak membina hubungan antar negara-negara anggotanya. Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa  mempunyai andil dalam dalam mempertahankan  kelangsungan  hidup masyarakat dunia, khususnya dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional dan juga di bidang ekonomi dan sosial. 

Dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menuntun semua bangsa-bangsa di dunia secara bersama bekerja-sama sepenuhnya demi perdamaian umat dan pembangunan berdasarkan prinsip keadilan semua bangsa di dunia. Selain itu pula, menjajakan kesempatan kepada negara untuk memberikan keseimbangan kepentingan bangsa satu dengan yang lainnya tanpa memberikan rasa ketergantungan yang berarti dan bersentuhan dengan kepentingan nasional yang sensitif di masing-masing negara disaat memecahkan masalah maupun kepentingan internasional.

PBB mempunyai landasan pijak yang dikenal sebagai Piagam PBB. Piagam PBB, di dalam peranan Organisasi Internasional PBB memiliki enam badan utama PBB yang diterima oleh setiap negara-negara anggotanya berdasarkan kesepakataan saat itu. Enam badan PBB tersebut, antara lain :

1. Majelis Umum (General Assembly)

2. Dewan keamanan (Security Council)

3. Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council)

4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

5. Mahkamah Internasional (Internasional Court of Justice)

6. Sekretariat (Secretariat)

Di samping  badan-badan PBB  yang  telah disebutkan di atas, PBB masih memiliki 18 badan khusus dan 22 badan lainnya. Badan-badan khusus PBB dibentuk dalam menunjang kebutuhan  internasional yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia dan berada di lingkungan Dewan Ekonomi dan Sosial.
 

Badan khusus organisasi PBB, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa secara aklamasi mensahkan deklarasi Hak Anak-anak pada tanggal 20 November 1959, yang memaparkan antara lain “Umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak”. Banyak di antara hak dan kewajiban kemerdekaan yang dicantumkan  dalam Deklarasi tersebut merupakan penegasan kembali dari bagian-bagian Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 dan dokumen-dokumen terdahulu. Akan tetapi masyarakat dunia berkeyakinan bahwa anak-anak mempunyai kebutuhan khusus yang begitu mendesak sehingga perlu diadakan suatu pemisahan yang lebih khusus berupa deklarasi tersebut.

Deklarasi PBB  tentang Hak-hak anak yang di sahkan pada tanggal 20 November 1959, menegaskan bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan  khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan mereka berkembang secara sehat dan wajar dalam  keadaan bebas dan bermanfaat yang sama: memiliki nama dan kebangsaan sejak lahir, mendapat jaminan sosial termasuk gizi yang cukup. Perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan, menerima pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus jika mereka cacat; tumbuh dan dibesarkan dalam suasana yang penuh dan rasa aman dan sedapat mungkin di bawah asuhan serta tanggung jawab orang tua mereka sendiri; mendapat  pendidikan dan andai kata terjadi malapetaka terhadap mereka termasuk yang pertama menerima perlindungan serta pertolongan memperoleh perlindungan  baik  atas segala bentuk  penyia-nyiaan, kekejaman dan penindasan maupun  atas  perbuatan-perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi. Akhirnya deklarasi ini menegaskan bahwa anak-anak harus dibesarkan dalam “jiwa yang penuh pengertian, toleransi persahabatan antar bangsa, perdamaian dan persaudaraan semesta” 

Selain  itu fenomena baru timbul dengan banyaknya jumlah pekerja anak yang  menerima perlakuan tidak selayaknya dengan apa yang seharusnya mereka dapatkan.  Belum  lagi  masalah  mengenai adanya diskriminalisasi  atas hak anak.  Adanya pemberitaan mengenai eksploitasi yang mengikis kesejahteraan anak-anak  yang  cenderung memperburuk keadaan mereka. Alasan utama bagi segala tindak kekerasan maupun tekanan bagi anak-anak sebagian besar dikarenakan adanya keadaan ekonomi rendah. 

Sebelumnya, Majelis Umum PBB telah menetapkan sebuah resolusi PBB yang menyatakan tahun 1979 sebagai Tahun Internasional Anak. Resolusi ini menganjurkan semua negara baik kaya maupun miskin untuk ditinjau kembali segala aktifitas kegiatan  mereka dalam  meningkatkan  kesejahteraan anak-anak. Peristiwa ini menjadi titik tolak bagi upaya menanggulangi kasus penindasan hak anak khusus nya  terhadap permasalahan eksploitasi seksual anak. Usaha resolusi itu berlanjut pada Konvensi tentang hak-hak Anak yang dicetuskan pada 1989. konvensi ini menetapkan hak asasi sosial, ekonomi, budaya, dan sipil bagi anak dan mengikrarkan perlindungan anak dari kekerasan perang, bencana dan eksploitasi.

Konvensi tentang hak-hak anak telah melahirkan suatu perubahan yang begitu mendalam dan mulai berdampak besar terhadap sikap dunia terhadap anak-anak sebagai generasi penerusnya.  Jika telah diratifikasi oleh suatu negara, maka  secara sah melalui hukum negara tersebut wajib untuk melakukan tindakan yang sesuai guna membantu orang tua dan berbagai pihak lain (pihak luar) dalam memenuhi tanggung jawab dan kewajiban mereka terhadap anak-anak di bawah Konvensi. Hingga saat ini 96 % dari anak-anak dunia hidup di negara-negara yang secara hukum mutlak melindungi hak anak.

Perhatian khusus yang diberikan pada masalah eksploitasi seksual anak semakin menyita pandangan dunia. Di akhir tahun 1998, konvensi anak yang merupakan puncak sepuluh tahun konsultasi-konsultasi intensif yang melibatkan badan khusus PBB dan sekitar lima puluh organisasi non pemerintah, diajukan ke depan majelis umum PBB. Konvensi yang menetapkan standarisasi universal bagi perlindungan anak tersebut menjadi sah bagi setiap negara di dunia.

 Kasus demi  kasus ditemukan di penjuru dunia. Untuk  mewujudkan hasil dari Konvensi Hak Anak Internasional sebagai landasan upaya menciptakan kehidupan  anank-anak yang lebih baik, Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai organisasi dunia di dalam  hubungan internasional melalui UNICEF memberi kemudahan dalam pencapaian maksud Kovensi Anak Internasional tersebut. Dimana UNICEF merupakan aktor independen internasional yang berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan berbagai hak dan kebutuhan anak-anak di seluruh penjuru dunia. 

Dengan kewenangan dari PBB, UNICEF mempunyai strategi-strategi dalam mewujudkan kesejahteraan anak-anak di dunia. UNICEF tumbuh dari sebuah organisasi  internasional tinggi yang menjamin segala aspek kehidupan masyarakat internasional.  UNICEF tersebar di seluruh dunia melalui kantor ataupun penempatan secara langsung bagi setiap negara anggota PBB. UNICEF merupakan badan khusus di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan pelayanan teknis, pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak. 
Lembaga yang dinilai sebagai lembaga perlindungan bagi setiap anak-anak di dunia ini dapat dipandang sebagai tonggak penyerahan setiap sistem kehidupan masyarakat dunia hingga saat ini. Tujuan dan prinsip mulia dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan internasional, meningkatkan hubungan bersahabat antar negara-negara di dunia dan mencapai keamanan internasional di semua bidang, termasuk adanya kewajiban-kewajiban mutlak setiap negara yang berdaulat. 

UNICEF berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan maupun isu global mengenai perlindungan anak-anak di dunia. Berbagai kasus maupun permasalaan anak yang terjadi di dunia merupakan bentuk permasalahan yang memiliki aturan, tanpa memiliki pengalihan atas pihak tertentu yang merupakan objek yang butuh mendapatkan pelayanan UNICEF. 

Berbagai kasus yang ditangani oleh UNICEF yaitu mengenai hak-hak anak yang telah diatur dalam Konvensi Hak Anak demi memenuhi hak anak yang patutnya dipenuhi. Hak anak yang tidak dipenuhi akan mencerminkan kurangnya suatu bangsa dalam menyiapkan generasi penerus guna kehidupan bangsa itu di masa depan kelak. Kasus yang ditangani UNICEF merupakan kasus yang cenderung kriminal dan membutuhkan perhatian mutlak dari pihak luar selain pemerintah negara itu sendiri. Dalam hal ini Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sedikit perhatian terhadap kelangsungan kehidupan anak-anak. berbagai kasus yang merugikan anak terdapat di Indonesia yang sebagian besarnya telah menjadi sorot perhatian semua negara.

Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masih maraknya praktek pengeksploitasian anak. Anak dijadikan pengemis, pengamen, bahkan sebagai pekerja seks komersial (PSK). Eksploitasi ini umumnya terjadi akibat rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi di sebagian masyarakat. Perlindungan terhadap anak di Indramayu masih sangat minim. Lihat saja, dalam satu tahun terakhir, ada 134 kasus kekerasan kepada anak. Dari kasus itu, 67 kasus adalah pencabulan. Selebihnya, kasus eksploitasi seksual anak yang terjadi di Indramayu belakangan ini merupakan pertanda kemerosotan moral dan norma sosial dan agama di masyarakat. 
UNICEF di Indonesia mulai mengembangkan program yang memungkinkan menjadi sebuah acuan Indonesia dalam meningkatkan segala bentuk  pemberdayaan hak anak. UNICEF di Indonesia memperhatikan  gambaran kasar potret buram  masa depan bangsa melalui kehidupan anak-anak Indonesia yang masih terlibat berbagai hal mengerikan dalam usia mereka yang masih terlalu dini. UNICEF mencatat bahwa tingkat kriminal yang tercapai di Indonesia menyangkut hak-hak anak  cukup tinggi untuk menarik minat maupun memancing berbagai pihak luar negeri untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan bantuan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. UNICEF melaksanakan peranannya berlandaskan Konvensi Hak Anak yang menjadi tonggak kesejahteraan anak di seluruh dunia.

Hak anak yang sangat rentan terhadap hal-hal kriminal dan kurangnya konsentrasi pemerintah Indonesia, sangat mengganggu stabilitas laju perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Dengan melihat hak-hak anak yang tidak lagi terpenuhi. Perlindungan yang  tidak dipedulikan lagi oleh masyarakat di sekelilingnya. Serta penindasan secara fisik dan psikologis yang anak-anak terima, membuat Indonesia semakin mendapatkan potret masa depan anak-anak yang mengkawatirkan.

Seorang  anak harus mendapatkan segala sesuatu yang menjadi hak nya. pendidikan, kesehatan, maupun kebahagiannya secara psikologis. Anak merupakan  anugrah  yang  Tuhan Maha Esa berikan dengan segala kelebihan dan kekurangan yang diperlukan bagi suatu bangsa. Anak menggambarkan tingkat kesejateraan suatu  negara. Suatu negara yang dikatakan baik moralnya apabila negara dapat memberikan yang terbaik dan menjamin segala hak generasi penerusnya.
Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka muncul ketertarikan bagi penulis untuk meneliti dan menuangkan dalam suatu skripsi yang berjudul : “PERANAN UNICEF DALAM MENANGGULANGI EKSPLOITASI SEKSUAL KOMERSIAL ANAK (ESKA) DI INDONESIA (KHUSUSNYA MASALAH PELACURAN DI INDRAMAYU)” 
1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah-masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni:

1. Sejauhmana program UNICEF dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seksual Komersial Aanak (ESKA) di Indonesia?

2. Apa saja faktor utama yang melatar belakangi terjadinya Eksploitasi Seksual Komersial Aanak (ESKA) di Indonesia, khususnya Indramayu?

3. Bagaimana Upaya UNICEF dalam menanggulangi masalah  eksploitasi seksual anak di Indonesia khususnya Indramayu?
1.2.1 Pembatasan Masalah
Karena luasnya permasalahan, penulis membatasi masalah dengan menitikberatkan kepada bagaimana peranan UNICEF dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak Indonesia kususnya di Kota Indramayu. Untuk membatasi lingkup waktu penelitian maka  penulis  memberikan batasan periode   UNICEF bekerjasama dengan Indonesia saat melakukan penelitian di Indramayu.
1.2.2 Perumusan Masalah

Untuk mempermudah dan memperjelas penganalisaan data-data serta informasi yang didapat oleh penulis dalam pembahasan pada penelitian dan penulisan laporan skripsi ini, penulis merumuskan permasalahannya sebagai berikut: “Bagaimana peran dan upaya UNICEF dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak di Indonesia, khususnya di Indramayu.”
1.3  Tujuan dan Kegunaan Penelitian


1.3.1 Tujuan Penelitian:

a. Untuk mengetahui apa yang dilakukan UNICEF dalam menanggulangi Eksploitasi Seksual Komersial Aanak (ESKA) di Indonesia.
b. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi program UNICEF dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak di Indonesia.
c. Untuk mengetahui upaya UNICEF dalam menanggulangi masalah Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) di Indramayu.
1.3.2 Kegunaan Penelitian

a. Diharapkan berguna dalam upaya memahami dan meningkatkan wawasan berpikir kita tentang hubungan kerjasama Organisasi Internasional dan Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya UNICEF dan Pemerintah RI.
b. Untuk menambah pengetahuan penulis dan melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis, serta sebagai bahan masukan dan juga informasi yang berguna bagi mahasiswa ataupun pihak lain yang berkepentingan.

c. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Strata Satu (S1) jurusan Hubungan Internasional, fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pasundan Bandung.
d. Untuk memenuhi salah satu syarat akadaemik dalam menempuh mata kuliah skripsi  pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
1.4 Kerangka Teoritis Dan Hipotesis


1.4.1 Kerangka Teoritis
Dalam bagian kerangka pemikiran ini, penulis akan memaparkan  lingkup pemikiran serta berbagai teori para ahli yang berhubungan dengan objek yang diteliti, dan menjadi landasan analisa permasalahan untuk memahami fenomena hubungan Internasional. Dalam mempermudah proses penelitian ini, tentunya diperlukan teori-teori dasar sebagai pengenalan dasar terhadap penulisan skripsi. Termasuk di dalamnya peranan UNICEF dalam menanggulangi eksploitasi seksual anak di Indonesia.

Hubungan  Internasional  menyangkut berbagai aspek kehidupan manusia, pada hakekatnya akan membentuk tiga pola hubungan, yaitu: kerjasama (cooperation), persaingan (competition) dan konflik (conflict) antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya persamaan dan perbedaan kepentingan nasional di antara negara-negara atau bangsa di dunia.  Hubungan Internasional merupakan landasan bagi negara-negara atau bangsa di seluruh dunia dalam meningkatkan kohesifitas dengan negara lainnya.

KJ. Holsti mengemukakan tentang istilah Hubungan Internasional sebagai berikut:
“Hubungan internasional mengacu kepada istilah semua bentuk interaksi antar masyarakat yang berbeda, baik yang di sponsori oleh pemerintah maupun tidak. Studi hubungan internasional meliputi analisa kebijakan luar negeri atau proses-proses politik antar bangsa yang mencakup studi mengenai serikat perdagangan internasional, Palang Merah Internasional, Tourism, transportasi, komunikasi serta perkembangan nilai dan etik internasional”.

Dari definisi diatas pada hakikatnya ruamg lingkup hubungan internasional mencakup segala bentuk interaksi baik antar negara maupun individu. Cita-cita nasional dan tujuan nasional tidak dapat tercipta tanpa adanya bantuan dari pihak lain dalam era globalisasi seperti ini,karena suatu negara tidak dapat berdiri sendiri dengan keterbatasan kemampuan dalam usaha pencapaiannya melalui pergaulan nasional yaitu dalam bentuk kerjasama internasional untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut. Konsep kerjasama internasional menurut KJ. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu kerangka Analisis menyatakan bahwa :

“Kerjasama internasional secara sederhana dapat di rumuskan sebagai suatu     proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang di hadapi melalui pendekatan satu sama lain. Mengadakan pembahasan dan perundingan mengenai masalah-masalah tersebut. Mencari kenyataan-kenyataan teknis (fakta-fakta) yang mendukung jalan keluar tertentu dan mengadakan perundingan untuk perjanjian-perjanjian berdasarkan saling pengertian antara kedua belah pihak”.

Pada dasarnya hubungan internasioanl lebih mengacu kepada seluruh bentuk interaksi hubungan,baik antara individu sebagai unit politik dalam sistem internasional, maksud sistem dari proses interaksi yang sudah berlangsung lama dan teratur diantara unit-unit yang dapat terikat dan merdeka. Menurut Teuku May Rudi dalam bukunya “Adninistrasi dan Organisasi Internasional” menyatakan bahwa:

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara degan di dasari struktur   organisasi yang jelas dan lengkap serta di harapakan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang di perlukan serta di sepakati bersama baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda ”

Seiring berjalannya waktu, dimana dunia internasional melebur menjadi satu kesatuan dikarenakan kesadaran dari setiap peristiwa bahwa adanya kepentingan bersama di atas bumi ini dipijak. Bukan saja aktor, tapi kehidupan menyatu dalam  kehidupan  masyarakat melalui sebuah fenomena Globalisasi. Bisa dianolaogikan bahwa negara-negara telah kehilangan batas-batas wilayahnya karna didukung kemajuan teknologi dan komunikasi. 
Selain jangkauannya yang lintas batas, peristiwa tersebut dialami sebagian besar negara. Dibutuhkan kepedulian dari semua pihak dan kerjasama antar aktor yang berperan penting adalah Orgnanisasi Internasinal. Organisasi Internasional merupakan suatu struktur formal berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (baik pemerintah maupun non pemerintah) terdiri dari tiga atau lebih negara yang berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama anggotanya.

Istilah ‘Oganisasi Internasional’ memiliki pengertian ganda. Ia dapat digunakan untuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (bersifat internasional), baik yang bersifat publik maupun privat. Organisasi Internasional dalam arti sempit, hanya menunjuk setiap Organisasi Internasional yang bersifat publik. Seorang sarjana bernama Leonard secara tidak langsung memaparkan definisi Organisasi Internasional dengan hanya mengungkapkan ciri-ciri khusus Organisasi Internasional, sebagai berikut:

“International organization has come to have special meaning and characteristics: it is the methode of conducting international relations by means of fairly permanent agencies ti which like member states have assigned resposibilities and authority and through which each government may advocate policies and objecties in furtherance of its national interests”. 

Yang dimaksudkan Leonard adalah, Organisasi Internasional mempunyai arti dan ciri khusus: berbagai hubungan internasional dilakukan melaui badan yang telah disisipi tanggung jawab dan wewenang tertentu. Melalui ini, setiap pemerintah negara anggota dapat menjalankan berbagai kebijaksanaannya dan maksudnya untuk kepentingan nasional.
Menurut Rourke ada beberapa alasan mengapa organisasi internasional tumbuh dan berkembang. Pertama mengapa organisasi internasional tumbuh dan berkembang adalah karena meningkatnya hubungan internasional. Revolusi dan teknologi komunikasi dan transportasi telah membuat jarak antar negara menjadi lebih dekat,sehingga diperlukan pengaturan. Kedua adalah karena meningkatnya saling ketergantungan,terutama dalam bidang ekonomi seperti multinasional organization dan transnasional organization. Ketiga adalah ekspansi dari masalah-masalah transnasional yang mempengaruhi banyak negara dan menumbuhkan solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Keempat adalah kegagalan sistem untuk meyediakan keamanan. Yang terakhir sebagai panutan bagi masyarakat dan negara-negara lainnya bahwa mereka juga dapat berkerjasama secara internasional
.
Berdasarkan keanggotaan dan tujuan, menurut Theodore A.Columbis dan James H. Wolfe, IGO maupun NGO dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu: Pertama, Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya bersifat umum, ruang lingkupnya global dan melakukan berbagai fungsi, seperti keamanan, kerjasama sosial-ekonomi, perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembangunan serta pertukaran kebudayaan. Contohnya PBB. Kedua, Organisasi yang keanggotaannya umum dan tujuannya terbatas, organisasi ini dikenal sebagai organisasi fungsional yang spesifik. Contohnya ILO, WHO, UNICEF, UNESCO. Ketiga, Organisasi yang keanggotaannya terbatas dan tujuannya umum, organisasi ini merupakan organisasi regional yang fungsi dan tanggung jawab keamanan, politik, sosial, dan ekonomi berskala luas. Contohnya Organization of America States (OAS), Organization of Africa Unity (OAU). Keempat, Organisasi yang keanggotaan dan tujuannya juga terbatas: organisasi ini terbagi atas organisasi sosial, ekonomi dan militer. Contohnya NATO. (1999: 279-281)

Salah satu bentuk dari NGO adalah UNICEF. UNICEF yang dibentuk pada tanggal 11 Desember 1946 bertujuan membantu anak-anak memperoleh pengertian dan stimulasi yang mereka butuhkan pada tahun-tahun awal kehidupan mereka. UNICEF berusaha mengurangi angka kematian dan penyakit anak, melindungi anak-anak yang berada dalam kodisi perang dan bencana alam serta berusaha keras untuk membangun sebuah dunia dimana semua anak hidup dalam kondisi yang aman. (The United Nations and Human Rights, Departement of Public Information, 1984: 12)
Pengertian peranan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa”
 Menurut Mochtar Mas’oed dalam bukunya berjudul Perwita menyatakan bahwa peranan (role) adalah:  
“Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada posisi tersebut, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi tersebut.” (2005: 30)
Peranan Organisasi Internasional menurut Perwita, dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu: Pertama, Sebagai instrumen. Organisasi Internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya. Kedua, Sebagai arena. Organisasi Internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota saja untuk membicarakan dan membahas masalah dalam negeri lain dengan tujuan untuk mendapat perhatian internasional. Ketiga, Sebagai aktor independen. Organisasi Internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau paksaan dari luar organisasi (2005: 95). 
Salah satu bentuk kepentingan negara khususnya Indonesia, yaitu bertujuan melindungi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk melindungi dari pengurasan tenaga manusia maupun pemerasan tenaga berlebihan yang disebut dengan eksploitasi. Dalam Kamus Kata-kata Serapan Asing dalam Bahasa Indonesia, Eksploitasi merupakan penggunaan tenaga orang untuk keuntungan diri  sendiri, pemerasan terhadap orang lain.
 
Eksploitasi seringkali di anak-tirikan dari kepentingan negara yang lain. Salah satu bentuk dari eksploitasi adalah adanya bentuk  eksploitasi seksual. Dimana seksual dalam pengertiannya yaitu  berhubungan dengan hal senggama (persetubuhan) antara laki-laki dan perempuan.
 Seksual dapat dinilai sebagai segala bentuk sensitif  bagi berbagai hal berbau hormon maupun tingkat kedekatan hubungan fisik laki-laki dan wanita. Dengan adanya pengertian terinci dari eksploitasi dan seksual diatas, maka dapat dilihat pula dalam website lembaga masyarakat nasional Gugus Depan yang mengartikan bahwa eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Tidak hanya menimpa pada lorang dewasa saja  tetapi Eksploitasi ini ikut menjerumuskan anak-anak di dalam keterpurukan. Eksploitasi seksual anak, dapat diartikan sebagai bentuk pemerasan seksual anak. Eksploitasi seksual dapat melibatkan berikut: Kepemilikan, pembuatan dan distribusi pornografi anak; godaan online anak-anak untuk tindakan seksual; pelacuran anak, pariwisata seks anak dan; pelecehan seksual anak.

Eksploitasi seksual anak tidak hanya untuk menguras seksualitas anak, tetapi juga untuk tujuan komersial seperti yang dilaksanakan di berbagai penjuru wilayah di dunia termasuk di Indonesia. Deklarasi Kongres Dunia Menentang Eksploitasi Seksual Komersial terhadap anak maupun ketentuan KHA dan UU Perlindungan Anak  mendefinisikan bahwa eksploitasi seksual komersial terhadap anak  meliputi kegiatan penyalagunaan seksual anak oleh orang dewasa dengan cara  paksa (coercion), pemberian uang atau sejenisnya kepada anak yang bersangkutan ataupun kepada pihak ketiga,  anak dijadikan sebagi objek seks serta objek komersial. Eksploitasi seksual Komersial anak juga dapat dilihat dalam bentuk paksaan serta kekerasan terhadap anak-anak, dalam bentuk kerja paksa dan bentuk perbudakan modern (comtemporary form of Slavery).

Anak sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa adalah titipan Tuhan kepada orang tua yang wajib dijaga dari segala bentuk kekerasan maupun mara bahaya yang datang baik dari dalam lingkungan keluarga maupun dari luar lingkungan keluarga. anak wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat, dan harga dirinya secara wajar. baik dari segi hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan. Sebagai penerus generasi bangsa anak merupakan aset yang sangat berharga dalam menentukan nasib dan masa depan bangsa di kemudian hari. 

Anak wajib dilindungi dan diberikan perhatian khusus. Hal itu juga diatur dalam dunia Internasional, salah satunya pada salah satu protokol tambahan dari Konvensi Anak Internasional diadopsi pada tanggal 25 Mei 2000. Protokol Tambahan Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Perdagangan Anak-Anak, Prostitusi Anak-Anak, dan Pornografi Anak-Anak yang melarang perdagangan, prostitusi, dan pornografi anak-anak.

Di Indramayu tidak sedikit yang mengalami kekerasan dari eksploitasi seksual di kehidupannya. Seolah hidup tapi tidak merasakan hidup, anak-anak di Indramayu terpaksa melakukan yang tidak ingin dilakukan berdasarkan tingkat ekonomi dan pendidikan yang di bawah taraf kesejahteraan. Salah satu cara menanggulangi ESKA adalah dengan adanya Organisasi Internasional yang dalam hal ini UNICEF. UNICEF juga mempunyai peranan penting dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak termasuk di Indonesia khususnya Indramayu. 
Salah satu cara menanggulangi ESKA adalah dengan adanya Organisasi Internasional yang dalam hal ini UNICEF. UNICEF juga mempunyai peranan penting dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak termasuk di Indonesia khususnya Indramayu. Masalah Eksploitasi seksual sendiri merupakan salah satu tindakan kejahatan yang menyakiti serta merugikan hidup anak. Tindakan yang tidak terpuji bagi kelangsungan hidup anak tersebut juga diatur dalam Konvensi Hak anak. Dimana anak merupakan aset negara yang harus dipelihara dan dilindungi demi kelangsungan hidup yang baik dan indikasi kesejahteraan suatu negara.
Peneliti berasumsi bahwa sejauh ini peranan UNICEF dalam menanggulangi ESKA di Indonesia terlihat melalui dukungan dalam RAN-PESKA dan berbagai kegiatan Penanggulangan ESKA di Indonesia. Faktor utama penyebab adanya ESKA di Indramayu dapat dilihat dari adanya Faktor Permintaan (peminta), Persediaan (Anak yang dilacurkan), dan juga Perantara (Luruh Duit). Upaya UNICEF di Indramayu dalam  penanggulangan ESKA dilihat dari adanya bentuk dukungan terhadap RAN-PESKA di Indramayu, penelitian partisipatoris oleh UNICEF, serta Monitoring. 

1.4.2 Hipotesis
Berdasarkan kerangka pemikiran dan perumusan masalah, penyusun menarik hipotesis sebagai berikut “Dengan upaya  UNICEF melalui program penelitian, rehabilitasi dan monitoring sehingga masalah eksploitasi seksual anak di Indonesia khususnya Indramayu  dapat di minimalisir.”

1.4.3 Operasional Variabel
	Variabel
	Indikator
	Konsep Analisis

	Variabel bebas:

UNICEF sebagai organisasi internasional di Indonesia sejak awal bekerjasama dengan Indonesia.   dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak di dunia. 
	1. UNICEF sebagai organisasi internasional yang melindungi hak anak dalam menunjukkan peranannya dan hubungan UNICEF-Indonesia dalam bidang kemanusiaan.
2. Kebijakan dan program yang dilakukan UNICEF dalam perlindungan hak anak.
	1. Data-data tentang UNICEF sebagai organisasi internasional pelindung hak anak sejak awal didirikan hingga hubungan mitra Indonesia-UNICEF. Data diperoleh melalui webbsite UNCEF (www.unicef.org) 
2. Data-data mengenai Kebijakan dan program UNICEF yang diupayakan dalam perlindungan hak anak di Indonesia. (Data diperoleh melalui dokumen PDF dari UNICEF, dan dokumen Kementrian Luar Negeri) 

	Variabel terikat:
Masalah eksploitasi seksual anak di Indonesia yang melibatkan UNICEF dalam menanggulaninya.
	d. Latar belakang dan faktor penyebab eksploitasi seksual anak di Indonesia. 

e. Adanya upaya dan landasan hukum Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak di Indonesia.
	3. Data-data tentang faktor penyebab eksploitasi seksual anak di Indonesia. (diperoleh dari dokumen Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Media Internet) 
4. Data-data tentang adanya upaya dan landasan hukum Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah eksploitasi seksual anak di Indonesia. (data diperoleh melalui dokumen Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Media Internet, serta penelitian LSM)


1.4.4 Skema  Kerangka Teoritis













1.5  Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1 Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Penelitian Deskriptif Analitis 
Metode penelitian deskriptif analitis yaitu suatu analisa yang menggambarkan, menganalisa, dan mengklarifikasikan gejala-gejala yang berdasarkan atas pengamatan dari beberapa kejadian dan masalah yang aktual. Kemudian di analisa untuk menginterpretasikan data yang diperoleh dengan pemecahan masalah, baik yang sedang terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang, serta menginterpretasikan suatu fenomena aktual yang relevan.
1.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepuatakaan itu sendiri adalah usaha mencari data dan mengumpulkan data serta informasi berdasarkan penelaahan kepustakaan atau referensi dari buku teks, jurnal ilmiah, dokumen, majalah berita, surat kabar, laporan lembaga pemerintah dan non pemerintah, Maupun data-data yang terdapat dalam website/ internet.
1.6  Lokasi dan Lamanya Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan di beberapa tempat yang dianggap membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Yang dimaksud dengan lokasi disini adalah tempat-tempat dimana peneliti mendapatkan data melalui studi kepustakaan maupun melalui wawancara yang tempatnya jelas dan disusun secara teratur.
  
1.6.1
Lokasi Penelitian
a. Pusat Dokumentasi dan Perpustakaan Departemen Luar Negeri RI
Jl. Taman Pejambon No. 4 (ex-BP7) Jakarta Pusat.
b. Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Jl. Abdul Muis No. 7, Jakarta.
c. Kantor Pusat UNICEF Wisma Metropolitan 2, 
Jl. Jendral Sudirman Kav. 31 (lt10), Jakarta.
d. Perpustakaan FISIP Universitas Pasundan Bandung 
Jl. Lengkong Besar no.68 Bandung. 
1.6.2 Lamanya Penelitian 

 
Penulis melakukan penelitian diperkirakan sejak bulan Januari sampai Juni 2012. Adapun tahapannya yang lebih rinci dapat dilihat dalam tabel pada halaman berikutnya.
Peranan UNICEF tidak efektif ditandai dengan terus meningkatnya kasus ESKA di Indramayu








Penanggulangan  Eksploitasi seksual anak Indonesia di Indramayu melalui :


UNICEF Mendukung RAN-PESKA
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Eksploitasi seksual anak di Indonesia :
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